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BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan sebagai berikut :

L.

Putusan verstek di Pengadilan Agama sudah melalui hukum yang benar dan

berlaku.

Bahwa putusan verstek di Pen;gadilan Agama khususnya dalam perkara

perceraian cukup banyak terjadi dengan beberapa alasan antara lain :

a. Suami cukup bosan melihat istri.

b. Ada unsur kesengajaan tidak hadir di sidang pengadilan karena suami
kawin lagi.

c. Karena istri sering membuat suaminya merasa kecewa.

d. Hak-hak istri diabaikan oleh suami.

Putusan verstek di Pengadilan Agama dipandang sah apabila memenuhi

persyaratan yang lengkap yaitu :

— Pihak tergugat sudh dipanggil secara patut.

— Gugatan penggugat berdasarkan hukum yang berlaku dan sangat

beralasan.
Apabila pihak tergugat tidak hadir dipersidangan walau sudah dipanggil

secara resmi dan patut, tanpa mengirim kusa atau wakilnya, maka hakim akan



tetap memeriksa, menyidang, dan memutuskan tanpa harus mendengarkan
keterangan pihak tergugat.

Apabila pihak yang telah diputuskan oleh putusan verstek tidak puas dan
merasa dirugikan, maka ada kesempatan kepadanya untuk untuk melakukan
upaya hukum verzet/perlawanan dan tidak diperkenankan melakukan upaya

banding.

2. Saran-saran.

d.

Dari realita yang dijumpai dalam penelitian tersebut penulis sarankan :
Dalam upaya meningkatkan ksadaran hukum masyarakat, pemerintah, aktivis
hukum, dan penecgak hukumlah yang harus bertanggung jawab dan harus
peduli terhadap penyuluhan dan pelaksanaan hukum di negara hukum negara
kesatuan Republik Indonesia tercinta 1n1 secara khusus undang-undang nomor
7 tahun 1989.

Kepada para petugas penegak keadilan dalam hal ini Pengadilan Agama, agar
selalu memperhatikan sistem dan syarat pemanggilan kepada pihak supaya
para pihak yang berperkara tahun kewajiban untuk hadir pada jam, hari, dan
tanggal dilaksanakan sidang.

Bagi insan-insan pencari keadilan yaitu para pihak yang berperkara di
Pengadilan Agama, apabila sudah mendapat panggilan secara resmi dan patut
supaya memenuhinya agar tidak merasa hak-haknya diabaikan dan merasa

dirugikan oleh pengadilan agama.



